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INSTRUMEN PROLEGNAS

© " DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
-:-“f_-'-:"?ERUNBAN@WBAN@ANYAN@ TERENCANA DAN
TERPADU

~ Oleh: H. Ahmad Ubbe, 5.H., MH, APU

PENDAHULUAN

- Program Legislasi Nasional sebagaimana yang dikenal saat ini merupakan

tahapan awal dari proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
yakm pada tahapan perencanaan. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 an gka
1 UU No. 10 Tahun 2004 tentan g Pembentukan Peraturan Perundang-
uﬁdanwall di katakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ad'ﬁah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya
d_z_;_nuldl dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pénibahasan,_ pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.”

... Jika program legislasi tersebut kedudukannya baru setingkat rencana atau
keinginan, mengapa banyak kalangan yang menganggapnya sebagai sesuatu
hal yang penting dan perlu untuk dikelola dengan baik? Hal ini dapat dijelaskan
dalam uraian-uraian di bawah ini.

‘Sebagaimana umumnya dikatakan orang, kelemahan dalam aspek
perencanaan merupakan salali satu fakior yang memberi kontribusi cukup besar
terhadap tersendatnya pembangunan hukum di negara kita. Dilihat dari rentang
waktu yang hampir mencapai 60 tahun eksistensi negara Republik Indonesia,
semestinya pembangunan hukum yang telah dilaksanakan telah mampu
membuahkan hasil yang benar-benar dapat dibanggakan. Namun, kenyataannya
tidaklah demikian, Kondisi faktual hukum di Indonesia masih menghadapi banyak
persoalan, baik dari aspek materi-substansinya, aparaturnya, sarana prasarana
manpun budaya hukumnya. Tuntutan bagi segera terwujudnya supremasi hukum
yang gencar disuarakan oleh banyak kalangan, paling tidak mengindikasikan
bahwa pembangunan hukum yang sudah kita laksanakan hingga saat ini dianggap
masih belum mencapai hasil yang memuaskan, sehingga harus ditingkatkan lagi
melalui suatu rencana yang disusun secara integral, sistematis, terarah, dan
berorientasi muitisektor.
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- Tulisan ini secara ringkas akan memaparkan posisi Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) dalam pembehtukan peratmuran perundan@—uﬁdan gart.
Pokok bahasan akan dilandaskan pada prakiik yang berjalan saqt ini dan
'ketentuan—keientuan baru ientang program legislasi dalam UU No. 10 Tahun
20{)4 tentang Pembentukan Peratur an Pezundang -undangan.

_H AR’H DAN P@SESE PR@GRAM LEGKSLASI NASE@NAL

- Pasal 1 angka 9 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundanc-undangan mengartikan Program Legislasi Nasional seb_a_gal_ suatu
mstrumen atau suatu mekamsme dlkatai(a,n dalam pasal tersebut bahwa'

“Plogram Legxslam Nasmnal adalah msirumen perencanaan program
pembentukan Undang- Undang vang disusun secara berencana

terpadu dan gigtematis.”

Dlsampmg itu, secara opcrasmnal Pr0g1 am Legislasi Nasional senng
dipakai dalam arti yang merujuk pada materi atau substansi rencana
peiﬁbentukan peraturan pemndémg-undangml. Dalam konteks ini P_rdl_egnas
adalah daftar rencana pembentukan undang-undang, dan peraturan penmdang-
undangan lainnya yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertenfu
sertadyjiwat oleh visi dan misi pembangunan hukum nastonal. Rencana leg151331
dimaksud adalah: '

“Usulan-usulan berupa rencana pembentukan peraturan perundang-
undangan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka
pendek, yang akan dibuat atau disusun diajukan oleh departemen/
lembaga pemerintah non departemen dan lembaga atau institusi-

institusi pemrakarsa lainnya.®

Perbedaan antara pengertian program legislasi sebagai instrumen dan
substansi tersebut penting untuk dikemukakan. Karena selama ini pemahaman
terhadap program legislasi umumnya cenderung pada pengertian materi/
substansi. Sehingga tidak mengherankan apabila ada kalangan yang beran ggapan
bahwa sesungguhnya program legislasi itu tidak penting karena hanya berupa
“daftar keinginan” yang diajukan oleh departemen/LPND. Padahal
sesungguhnya yang harus dikedepankan adalah kedudukannya sebagai
instrumen/mekanisme yang merupakan bagian dari proses pembentukan
peraturan perundang-undangan. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal
15 UU No. 10 Tahun 2004, sebagai berikut:
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o (1) Perencanaan penyusunan Undang—Undanﬁ dilakukan dalam suato Program.

Lerns}am Nasional. -

: (2) : Pexancanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program
e LegislaSi Daerah. ' :

g Dencran adanyapeneoasan b‘ihwaprolegnas merupakan salah satu mstrumen
:'yang menjach prasyarat dalam proses pembentukan peraturan perandang-

h '-._Lm;ig;}g_a;l,_ maka anggapan-anggapan miring tentang keberadaan dan kedudukan L

- f :.’fg;lé;kan_i_s_me_ program legislasi nasional sedikit banyak dapat dikurangi.

ILLATAR BELAKANG DAN PERKEMBANGAN PROGRAM
. LEGISLASINASIONAL

* ‘Berbicara tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas), fokus utamanya
tentuhanya berkaitan dengan salah satu elemen dari hukum, yattu materi/substansi
hukum atau peraturan perundang-undangan®. Karena sebagaimana umumnya
difahami, pembangunan hukum pada dasarnya adalah pembangunan Sistem
Hukum. Dalam kerangka sistem ini tercakup empat unsur atau sub-sisterm
hukum yang satu sama lain saling terkait, yakni: (1) materi atau substansi hukum;
(2) sarana atau kelembagaan hukum; (3) apar&tur hukum; dan (4) budaya atau
kesadal an hukum masyarakat.

" ‘Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mermiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaran
kita yang perlu diikati dengan perubahan-perubahan di bidang hukum. Di
samping itu, arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh
perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan antaranegara
dan warga negara dengan pemerintahnya. Perubahan tersebut menuntut pula
adanya penataan sister hukum dan kerangka hukum yang melandasinya.

Paszl 7 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Urdang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
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_ Dalam keJ angka itu, mﬂl{a P1001 am Legislasi Nasional d},peﬂukan untuk
. menoawah pemetaan sistem hukum nasional secara menyeluruh dan. teipadu
y’mo senantlasq hams d1dasarkan pada cita-cita proklamasi dan Iandasan
konstitusional yang menyata}\an bahwane oara Indonesia adalah negzua hulkum
(7 iechtstaats ), se‘o'}.gaumzma tertuang dalam Pasal 1 ayai {3) UndanomUndanU
' Dasai Negara Repubhk Indonesm Tahun 1945 ' :

., -;--Mesklpun matem hukum atau peraturan pemndan G-undan gzm hanya
- merupakan salah satu elemen dari Sistem Hukum akan tetapi unsur mﬁah yang
- umunmya dmﬂm menduduki tempat pfﬁmg penting karena mempakcm Jandasan
. berpijak bagi berfungsinya (sistermn) hukum dalam kehidupan masyar, aLat. Maka
secara hipotesis dapat dikatakan bahwa jika miu memperbaiki kondisi hukum
di suaty negara, maka yang terlebih dahulu harus dibenahi adalah materi bukumnya.

- Konsekuensinya dari hipotesis tersebut di atas bahwa semakin banyak'atm‘zm
hukum (fertulis) atau peraturan perundang-undangan maka kondisi hukum akan
semakin baik. Untuk itu diperlukan sebanyak mungkin peraturan perundang-
undangan yang mengatur segala aspek kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk.
kepastian hukum tentu saja adanya berbagai macam peraturan perundang-
undangan sangat diperlukan. Namun, apabila derasnya aliran usulan-usulan atau
rencana pembentukan peraturan perundang-undangan (rencana legislasi) yang
diajukan tersebut tidak disertai dengan adanya suatu mekanisme sebagai kontrol
muiu yang efektif dan mampu menjamin ketertiban, maka yang terjadi bukan
perbaikan kondisi hukum, malah justri lebih memperburuk kondisi hukum.

Hal ini bisa terjadi karena hampir dapat dipastikan bahwa pihak-pihak
pemrakarsa yang mengajukan usulan atan rencana akan berpendapat bahwa
usulannya benar-benar mempunyai tingkat urgensi yang tinggi sehingga perlu
diprioritaskan untok segera divealisasikan dalam waktu singkat. Demialasanurgensi
inilah, sering “pemilik’” rencana tidak segan-segan menempuh segala upaya agar
programmnya segera terealisasi, tanpa mempertimbangkan bahwa pihak lain pun
mempunyai kepentingan yang sama. Sikap yang sering disebut “egoisme sektoral”
inilah yang kerap menjadi “penyakit” dalam proses legislasi di negara kita. Setiap
permrakarsa berlomba mengajukan rencana legislasinya masing-masing, dengan target
terbentuknya peraturan perundang-undangan. Karenabegitu banyaknyarencana
legislasi yang diajukan, sementara lembaga yang mempunyai wewenang untuk
menyelesaikannya sangat terbatas kemampuannya, maka akibatnya muncul
kemudian kondisi “bottle-neck” yang lebih memperumit keadaan.
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Instrumen Prolegnas dalam Proses P3 yang Terencana dan Terpadu

menumpuk ]fuem harus aniri memmggu realisasi. Karena keadaan ini, pola

caﬁ’y over’ 1@1103111'1 legislasi tahun dari sebelumnya ke tahun berikuinya menjadi
. hal yang Iuml mengingat begitu banyaknya tunggakan (back log) rencana
:leaasiam ydncr tidak mampu tertangani dan terselesailkan. Lantas persoalan yang
'dlhadapl adahh bagaimana agar keseluruhan usulan rencana legislasi ini dapat

.dueah@ae,ﬂmn secara teriib dan feratur sesuai dengan fingkat urgensinya? Uniul -
---§1tu tentu dlpm lukan acianya sunatu mekanisme yang mampu memfasilitasi -
3te;wugudnyd pelaksanaan rencana-rencana legislasi yang diusulkan sehingga -

benax—ben‘n ddpat teiedhs%sa sesucn dengan urutan da.n tmﬂkat kemendesakanuya.

Kondisi demikian telah diperkirakan sejak tahun 70-an. Pada kurun waktu
Pehm HI(Tahun 1976-1977-an) Prolegnas mulai digagas sebagai suatu bentuk
mekanisme koordinastantardepartemen/lembaga pemerintah nondepartermen
dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mekanisme
keordinasi ini dimaksudkan agar proses pembentukan peraturan perundang-
undangan dapat berjalan secara hazmonis, tertib dan teratur, dapat mengeliminir
tumpangtindib materi/substansi, dan menetapkan prioritas penyusunan, pengajuan
dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkat
urgensi dan kebutuhan masyarakat.

- Sejak ditintisnya instrumen Prolegnas, dapat dikatakan bahwa instrumen
ini hanya terkait dengan rencana-rencana legislasi atau usulan-usulan
pembentukan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang maupun
peraturan pemerintah) yang diajukan oleh pemerintah (eksekutif} melalui
Departemen-departemen dan Lembaga Pemerintah Non-departemen (LPND).
Hal ini sesuai dengan situasi ketatanegaraan Indonesia saat itu, di mana
wewenang penibentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sangat
“executive heavy”, sehingga selama periode itu lebih dari sembilan puluh persen
peraturan perundang-undangan dibentuk atas prakarsa dari pihak eksekutif.

Perubahan signifikan terjadi mulai periode tahun 1999 menyusul
amandemen UUD 1945, khususnya terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20. Paradigma baru dalam kewenangan pembentukan peraturan
perundang-undangan membawa serta penguatan fungsi badan legislatif (Dewan
Perwakilan Rakyat) dalam prakarsa pembuatan peraturan perundang-undangan.

_ Jumlah rencana legislasi yang diajukan dari tahun ke tahun semakin
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Perubahan paradwma ini berpengaruh pada peranan Prolecrnas Jika
chwaktu waktu sebelumnya Prolegnas merupakan satu-satunya mekamsme
sesudah amandemen UUD 1945, Prolegnas menjadi salah satu dari mekamsme
pro gram legislast. Karena di samping Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang
‘menampung rencana-rencana legislasi dari departemen-departemen/LPND, juga
terdapat melcmaisme program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg)
'DPR Bahkan juga adaprogram legislasi yang dikelola oleh. masyarakat
e (01 ganisasi pr ofem dan lembaoa swadaya masyarakat) B

Pengaruh la;mnya yang cukup pvntmv bacq msn‘umen Proleonas i"mmcul dari
efektlinya otonomi dacrah. Berkurangnya kewenangan Pemerintah Pusat
menyebabkan pula berkurangnya usulan rencana legislasi yang diajukan oleh
departemen-departemen/LPND, karena sekarang ini rencana legislasi harus
dipertimbangkan lebih cermat dan hati-hati, tidak sebebas prakiik di masa-masa
lalu. Jika sebelamuya daerah-daerah boleh dikatakan hanya sebagai pelaksana
dari peraturan-peraturan pusat, maka saat ini daerah mempunyai hak untuk
mempersoalkan substansi peraturan yang dikeluarkan oleh pusat. Friksi antara
kepentingan Pusat dan Daerah dalam kaitan perataran perundang-undangan tidak
mustahil akan timbul jikalau instansi pusat tidak cermat dalam memilah bidang-
bidang yang menjadi kewenangannya. Tentunya masalahnya akan sangat rumit
jika friks itu timbul setelah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan.
Olehkarenaitu, akan lebih baik apabila dalam proses penyusenannya pihak atau
institusi pernrakarsa terlebih dahulo mengupayakan komunikasi dengan daerah
- schingga aspirasi daerah dapat tertampung dalam peraturan nasional.

IV. ALUR PROSES INSTRUMEN PROLEGNAS

Hingga saat ini pengelolaan instrumen Prolegnas difasilitasi oleh
Departemen Hukum dan HAM c.q. Badan Pembinaan Hukom Nasional. Pola
pengelolaannya adalah sebagaimana tergambar dalam Alur Proses Penyusunan
Program Legislasi Nasional. Dalarm Kaitan ini secara ringkas akan dikemukakan
bagaimana mekanisme Program Legislasi Nasional berjalan, dan apa saja
bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan instrumen Prolegnas.

Secara garis besar, instruren atau mekanisme Program Legislasi Nasional
mencakup 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu: (1) Tahap Kompilasi; (2) Tahap
Klasifikasi dan Sinkronisasi; (3) Tahap Konsultasi, Komunikasi dan Sostalisasi;
{4) Tahap Penyusunan Naskah Prolegnas; dan (5) Tahap Pengesahan.
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1 Tahap Kompﬁasx

_ Tﬂh’lp Kompﬂam mencakup pencrumpulan data melaini }\_ecrmtan mom‘ior—

ingle setiap DepariemenfLPND tentang rencana-rencana Ieﬂzslum yang akan
dan sedang chgarap oleh Depaﬁemen/LPND Di samping mendata usulan
rencana legislasi baru, monitoring ini juga termasuk permantauan t Lentcmo sudah
Seg jaulimana Reng uan pengg garapan rencana legislasi oleh dep’u’teman/LPN D
= vang pemah dlajukan pada pemode sebeiumnyd Sebagai contoh, apablia pada
 tahun 2004 Depm‘temen E}iukum dan HAM mengajukan program pembudtaﬂ
" naskah akademik RUU tentang Perseroan Terbatas yang tharcretkan akan
selesai tahun 2005, maka pada tahun 2005 program yang cha}ulgm seharusnya
sudah berubah tingkat penggarapannya menjadi penyusunan RUU dan
seterusnya sehu gga prosesnya berkesinambungar.

Dari tahapan ini dihasilkan inventarisasi data rencana 18018121% yang
komprehensif, akurat dan sudah terevaluasi dari setiap Departemen/LPND,
Selanjutnya, data hasil inventarisasi ini disusun dalam bentuk Daftar Rencana
Legislasi Nastonal (Relegnas) sementara. '

2. Tahap Klasifikasi dan Harmenisasi

Tahap Klasifikasi dan Harmonisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan rapat-
rapat koordinasi antardepartemen/LPND, dengan tujuan memantapkan data
yang diperoleh pada tahap kompilasi.

Pada tahapan ini ada kemungkinan dilakukan penyesuaian/harmonisasi
rencana legislasi, Hal ini dapat disebabkan adanya perubahan rencana legislasi
di departemen/LPND terkait atau karena materi muatan suatu rencana legislasi
tumpang tindih dengan kewenangan departemen/LPND yang lain sehingga
dipandang perlu ada sinkronisasi. Pada tahapan ini masalah yang timbud apabila
ada resistensi masing-masing departemen/LPND pemrakarsa untuk tetap
mempertahankan rencana legislasi yang diusulkannya, sekalipun diketahui
bahwa substansi rencana legislasinya jika tidak dilakukan perubahan atau
penyesuaian kemungkinan akan berbenturan dengan kewenangan departemen/
LPND lain.

3, Tahap Komunikasi dan Sosialisasi

Tahapan ini melibatkan Forum Prolegnas Pemerintah, wakil-wakil dari
Badan Legislasi DPR dan unsur-unsur masyarakat (yang diwakili antara lain
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oleh organisasi profesi, organisasi }\emfisyaiakaian keagamaan, Iembaga_ :

'.awadaya nmsyaralmt pa.k’tr dan 0:(631115&51 kemahasiswaan).

Sm}c_romsaex awal antara Piolevnas pemerintah dan Prolegnas Badan

_'Lcozsiam {Baleg) DPR dilaksanakan melalui rapat-rapat Forum Konsultasi
-.Pmiecnas ‘Pada tahapan ini rencana-rencana legislasi yang berasal dari
Qdc—:pmtemen—depmiemen&PND dikonsultasikan dengan Badan Legislasi DPR.

""_'Mengmgai Baleo DPR menyusun 1encaﬂa legislasinya sendiri, tentunya

berdasazkml pernmbanoan darisisi pandang DPR yang mungkin saja bersamaan

“atau justru berlainan dengan sisi pemerintah, maka untuk mengurangi terlalu =

ba_nyaknya duplikasi dan untuk kejelasan prakarsa, diperlukan sinkronisasi
p_c_inggaxapan rencana legislasi sesuai dengan kesepakatan antara pimpinan
eksekutf dan legislatif (khususnya dalam kaitan usul inisiatif pembuatan peraturan
'péfundan g-undangan). Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
16 UU No. 10 Tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat
dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui
alatkelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang
legislasi.

(2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan

- Rakyat dikoordinasikan oleh atat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
yang khusus menangani bidang legislasi.

(3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliput
bidang peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan

- Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.

Sedangkan periemuan dengan lembaga atau organisasi masyarakat
dilaksanakan dalam rapat-rapat Forum Komunikasi Prolegnas. Pertemuan ini
dimaksudlan untuk mensosialisasikan program-program legislasi yang diusulkan
oleh pemerintah, serta menampung usulan-usulan dan/atau pandangan-
pandangan dari unsur-unsur masyarakat berkaitan dengan rencana pembentukan
peratwran perundang-undangan. Opini-opini dari wakil-wakil elemen masyarakat
mengenai rencana legislasi tersebut kemudian menyampaikannya kepada
departemen/L.PND pemrakarsa. Dalam kaitan int BPHN sebagai fasilitator

17




: fmw iEﬁMJ THDOHESIR Vol. 2 No. 1 - Maret 2005

.uchk memlhlq kewenanwml unmlg misalnya, menghapus suatu program 1661314%;

yang dalam pandangan wakil masyarakat tidak penting atau tidak mendesak,
tetapi akan menyampaikan opim ini E\epada pthak yaag paling beiwenanﬁ yaitu
msmns; pemrah’u 5.

_ Selmtgumya daldm kaltzm dencran upaya sosiahisasi Prole gnas terytama
_' Le daemh dam ah, BPHN MEMmprogr amkau}, kegiatan Forum Komunikasi

. 'Prolegnas dengan Pemerintah Daerah dan DPRD. Upaya pensosialisasian

- rencana legislam dalamr Prolegnas ini dilakukan sebacal salah satn bentul\

-konsul&m pubhk pra—RUU yang tujufumya agar daerah mernpel oieh informasi
flc—:ntang rencana-rencana le gislam apa saja yang akan disusun ataa dibuat oleh
pemerintah pusat baik dalam jancrka pendek maupun jangka pan jang. Melalui
sosialisasi dalam tahapan prematur ini di satu sisi diharapkan akan membantu
departemen&?ND pemrakarsa dalam memperlancar penyusunan program
legislasinya, sedangkan disisi lain juga akan membantu daerah untuk
mengantisipasi konsekuensi kemungkinan adanya peraturan perundang-
undangan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

4. Tahap Penyusunan Naskah Prolegiias

Kegiatan yang diselenggarakan pada tahapan ini biasa dilaksanakan dalam
bentuk Pembahasan Tahunan Prolegnas, yang melibatkan seluruh wakil
depertemen/LPND (dari Biro Hukum), Badan Legislasi DPR, wakil-wakil fraksi
DPR, dan masyarakat (yang diwakili organisasi profesi, keagamaan, lembaga
swadaya masyarakat, pemuda, dan mahasiswa).

Forum Pembahasan Tahunan ini menghasilkan kesepakatan mengenai
priorilas-prioritas penggarapan rencana-rencana legislasi berdasarkan tahun
atau yang akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Pembangunan
Tahunan Bidang Hukum khususnya subbidang pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Hasil Rapat Pernbahasan Tahunan Prolegnas disampaikan kepada Menteti
Hukum dan HAM yang berdasarkan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
atas pembangunan hukum nasional.




Iastrumen Prolegnas dalam Proges P3 yang Terencana dan Terpadu =

_S" --TahapPengesahan BN

_Nasmnal jangka pendek atau Eahunan

: _‘V HAL HAEJ YANG BERKAITAN DENGAN INSTRUMEN _

 PROLEGNAS

membentuk _peraturan perundancr undan gan. Pembentukan peraturan
perundano—undangan yang sesuat dengan Prolegnas tidak saja akan menghasilkan
- peramran penmdmacr—undanoaﬁ yang dxpe;lukan untuk mendukuncr @ tUgas umum
Neocu a Repubhk Indonesia Tahun i 945 tetapl juga untak memenuhl kebutuhan
hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dewasa ini maupun di masa yang akan datang.

-~ Dalam kaitan dengan instrumen Prolegnas ini, ada satu masalah penting -

yang senantiasa dipersoalkan, yaitu masalah kyiteria atau skala prioritas. Adalah
wajar jika setiap pemrakarsa program menghendaki agar programnya segera
terealisasi. Sehubungan dengan itu, setiap instansi pemrakarsa akan menyatakan
bahwa programnya sangat urgen sehingga perlu diprioritaskan, baik
penggarapannya maupun pembahasannya di DPR. Akan tetapi, jika dicermati,
sesungguhnya Kriteria prioritas ini relatif, dalam arti bahwa masing-masing instansi
mempunyai kriteria yang berbeda, artinya sesuatu yang dianggap prioritas oleh
safu instansi mungkin saja dianggap tidak terlalu prioritas oleh instansi yang
lain, Qleh karena itu, kriteria prioritas ini penting untuk ditetapkan sebagai acuan
bagi setiap instansi yang mengajulan program legislasi, termasuk juga bagi
DPR.

Di dalam forum-forum Prolegnas, seringkali disampaikan tentang
pentingnya skala prioritas khususnya dalam kaitan dimasukkannya suatu
program legislasi menjadi program prioritas prolegnas jangka pendek maupun
untuk prioritas pembahasan di DPR,
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b deda tdhapan ini hasﬂ ycmﬂ dlpez oieh dan Rapat Pembahasan Tahunan.
_'menj jadi pedoman bagi Pemerintah untuk menyusun Pnomas Prooram Legislasi

Pl Ploleonas merupakan pedoman dan pengendah penyusunan pel aturan
pemndang undzmgan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang
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‘Dalam Rapat Konsultasi antara Menteri Hukum dan HAM dan Badan
Legislasi DPR Rl pada tdnggal 31 Januart 2005 dlsepakdu k};terza prioritas
Prc)lewnas 2(}05 sebasxcn ber 1kut '

a. Rancanozm undang-undang yang mempakan penntah dari Undmc-UndanU
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b.. Ranczmgaﬂ undang-undan g yang merupakan per; intah Ketetapan Maj elis
- 'Pexmuqydwaratan Rakyat Republik Indonesia, =~ -+~
- C. Rancanodn unddnc—urlcldnv yam 161 kait dengan p‘,h}\sanaan Lmdmamundano
o :. --1:1“1 y : : ; 1 . .
d. 'Ranc'moran undang—undmg y’mg mendorong pezcepatﬂn 1eio;‘masa
e. jRamangcm undano—undzmg yang mempakan warisan plolecmas 200(}«2(}{}4
- disesuaikan dengan kondisi saat ini.

f  Rancan gan undan g—undang yang menyangkui revisi atau amandemen
terhiadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya.
g Rancanganundang-undang yang merupakan ratifikasi terhadap peljmljian

internasional.

h. Rancangan undang-undang yang berorientasi pada pengaturan perfindungan
hak-hak asasi manusia dengan meinperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan
dan keadilan jender. -

1 Rancangan undang-undang vang mendukung pemulihan dan pembangunan
ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

J. Rancangan undang-undang yang secara langsung menyentuh kepentingan
rakyat uniuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial
masyarakat.

Kriteria prioritas peraturan perundang-undangan ini pun tentunya berlaku
untuk peraturan-peraturan pelaksanaan, karena perataran pelaksanaan pada
dasarnya mengikuti peraturan induknya.

Hatlamnya yang penting untuk dikemukakan adalah tentang arah kebijakan
Prolegnas. Berkaitan dengan hal ini, di dalam hasil rapat konsultasi Mentert
Hukum dan HAM dan Badan Legislasi DPR Ri tentang Prolegnas pada tanggal
31 Januari 2005, ditetapkan bahwa kebijakan Prolegnas diarahkan untuk:

a.  membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi,
politik, agama, pendidikan, iimu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya,
peimbangunan dacrah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan




N egar 2 Repubhk indonesla T‘ihun 1945,

. Elddk sesual lam denmn perkembcmwm jdman

dip-ematzﬂaLan oleh undanc-undfa.ng,

_ "-'d‘;m pemberamaqan koru 991 }«.olu'al dan nepotlsme dan kejabatan
wansnasiopal;
e mmatlfmasz secara selektif konvensi mtemamonal yang diperfukan untulk
- mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi dan perlindungan hak asast
' manusia serta pelestarian lingkungan hidup;
{  membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan
o masyzﬁ'aka_t dan kemajuan jaman; - ' '
* memberikan landasan yundis bagi penegakan hukum secara tegas
- pi‘ofesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip
_ '_"_""ke%eiin‘aan dan keadilan jender; dan
h." menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala
. bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara
~ouna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan
keadilan.

 Satu lagi persoalan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa Pasal 16
ayat (4} UU No. 10 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya disusun peraturan
pelaksanaan, dalam bentuk Peraturan Presiden, tentang Tata Cara Penyusunan
dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional. Peraturan ini sangat mendesak
untuk dikehuarkan sebagai landasan hukum dart Prolegnas dan seluruh kegiatan
yang berkaitan dengan Prolegnas ini. Saat ini Rancangan Peraturan Presiden
dimaksud sudah selesai disusun dan sudah diajukan ke Presiden, namun tentunya
diharapkan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama peraturan tersebut dapat
dikeluarkan sehingga mekanisme instrumen Prolegnas dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

: ;Inslrum_en Pr{)lcgnas d:_alum Prascs_ P3_yaug Terencana dan Terpadu_ '

i dcm keamanan sebavm pehks‘maan amamt UndanmUnd‘mG Da%m*-

“b. _meug ant per; atumn per undancr undanﬂan penmwalaﬂ kolomal dzm o
i "_menyem}:}m‘m}\an peraturan perundang- undan«:dn yan gada ydng su_dah i

mempeicepat proses penyeie%man 1ancangaﬂ undanrr—undzmg yanc sedang; S
dalam proses pembahasan dan membemuk undano undzmv y..mfr S

_membenmk pere atur'm pemndcmzr«»mldanzan yaﬂﬂ bam untuk mempelcepat_ e
- reformasi, menduktmg pemuhhan ekonomi peﬁmdunvfan hak asasi manusia_ ., -
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Men crakhm Euhsan i Im anya dap'n dlk@ﬁltﬁ\d}{an beberapa kemmpulan

Pioiegnas ﬁermﬂ dIECI Jemqhixan secm a sempztmenjadi kumpu}dn dafi‘u

- _-___mnczmvan und;mcr-undamtanpamem;hki argh yangmenjammkebeﬂan}um

:pembanﬁunan hukum nasionai Padaha,l sesung guhnya Pm}eﬁnas bukan

~ semaia-mata dalam pun gertian materi atau substansz &an tetapx yang
.-'_'1elpentmﬁ adalah Ledudu}xannya sebagm mstlumen pe encanaan
o _'pambentukan peraturan pemlfiomfr-undangan yang mempﬁkan bagjlan dari

: _.'ploses pemoenml\an per. aim an perundcmg—undangan Oleh k'a,rena ifu, di

2
]

samping memnuat daftar rancangan undang-undang, Pm]egnas perlu
-dilandasi visi, misi dan amhkebgakan yang menjadi p'ara'neterpenemudn
'penelapan dan pnomas I anc.angan undcm g—Lmdang,_balk untuk lima tahunan

naupun sat tahunan.
Mengiugat se] jumiah kOHdiSl yano telah banyak berubah dan be1 kemban g
pada saal ini, maka mekanisme Program Legislasi Nasional telah
menyesuaikan diri, Beberapa pertlmbangan yang melandasi perubahan
mekanisme ini, antara lain adalah per geseran titik berat kewenangan
pembentuk und'uw undang (Amandemen Pasal § ayat (1) dan Pasal 20

UUD 1945), UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan’

makin besarnya peran serta dan akses masyarakat dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undan gan. Tiga hal ini merapakan
faktor-faktor pentihg yang telah membuka horizon baru dalam proses
legislasi di Indonesia. ' '

Dalam kaitan perubahan titik berat wewenang pembuatan peraturan
perundang-umdangan, Proiegnas (pemerintah) tidak akan lagi memonopoli
atau tidak akan lagi menjadi satu-satunya acuan atau pegangan bagi se genap
pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.o




